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PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2011 =

TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA £SA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

's;"-‘*f-MenImbang » 3. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nornor 28 Tahun
¥/l 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus! Daerah, maka Peraturan
Daerah Provins| Sumatera Barat yang mengatur tentang Pajak Daerah,

il perlu disesualkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun . 2009
= a _' | dimaksud; - | | o

] I | b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud dalam huruf
I | » Maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsl Sumatera Barat

1R tentang Pajak Daerah;
i
IIIlII I||

| | Me'ngingat' + 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 _tentang Penetapan Undahg--

;j/ daerah Swatantra Tingkat ["Sumatera Barat, Jambl dan Riay Sebagal
' - Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646); 0 : e

y 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Mukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik . Indonesla Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesla Nomor 3209):

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1943 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kall, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggant! Undang-Undang Nomoar 5 Tahun 2008
tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negarz Rapublik- Indonesla Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor ‘19 -Tahun 197 tentang Penagihan Pajak
-Dengan Surat Paksa (Lembaran;Neg,ara Republik Indonesta Tahun, 1997
Nomor 42, Tambahar Lembaran: Negara Republik Indonesia Nomor

3686), sebagaimana telzh diul_;’ah beberapa kall, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Petubahan Kedua Ata

Undeng-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indohesla Tahun 2000




Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987); b :

5. Undang-Undang ‘Nomor . 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Paj'ak
(Lembaran ‘Negara Republik - Indonesta Tahun 2002 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189):

6. Undang- Undang Nomor 17 Tahun' 2003 téntgng Keuangan N"eg'ara
(Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahin 2002 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 4286)

'
y U‘ndang-Undahg- Nomor 1 Tahun 2004 tentang ﬁerbendaharaan 'N'egara

(Lembaran Negara RepublikIndonesla Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoresta Nomor 4355); B2

8. Undang-Undang 'Nompr-_? Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republtk Indonesla Tahun 2004 Nomar 32,
Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

‘9. Undang-Undang Nomor 10 Tehun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran . Negara Republik
Indonesia Nomaor 4389): | bt e

- 10.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republk Indonesla Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran  Negara ' Republlk Indonesla Nomor 4437),
sebagalmana’ telah diubah beberapa kall , terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang ‘Nomor 32 Tahun. 2004 tentang Pemerintahan ' Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

11, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republlk Indonesla. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahati Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); s

12. Undang-Undang. Nomor 22 Tahun 2009 tentarg Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan’ (Lembaran Negara' Republik Inconesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5025);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publlk
(Lembaran Negara Republik Indonesia” Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Pepublik Indonesla Nomor 5038);

14, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusl Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049); BT e



15, Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyltaan Dalam Ranqka Penagihan Pajak - dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); |

16 Peraturan Pemenntah Nomor 136 Tahun, 2000 tentang Tata Cara
. Penjualan Barang Sttaan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun

2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Nomor 4050); ' .

' 17 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Penyanderaan, Rehabllltasl Nama Balk Penanggung Pajak, " dan
Pemberlan Gantl Rugx Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat
' Pgksa, (Lembaran Negara Repubnk Indonesla Tatun 2000 Nomor 249,
T4mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nnmor 4051);

18. Peraturan Pemerintah: Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Kauangan Daetah (Lembaran Negara Republik Tndonesla Tahun 2005

Nomot 140, Mmbq!mr' mem Negara Republik nghsivas o
4578); --

19, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerlntah Pemerintahan Daerah Provins!
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/l(ota (Lernbaran Negara Repubiik
Indonesla Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesla Nomor 4737); i

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberlan dan Pemanfaatan Insentlf Pemungutan Pajak Daerah dan
Retrlbusl Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lombaran Negara, Republlk Indones\a Nomor

5161);

71, Peraturan Pemerintah ‘Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenls Pajak
Daerah yang Dlpungut Berdasarkan Penetapan Kepala Baerah atau
Dibayar Seridirl oleh Wajib Pajak ( Lembaran Négara Republik Indonesla
Tahun 2010 Nomor 153r Tambahan anbaran Negara Republik
Indonesla Nomor 5179.); |

22, Peraturan Daerah Provinsl Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organ\sas,l dan Tata Kerja Dlnas Daerah Provlnsi
Sumatera Barat

23, Peraturan Daerah Provlnsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelo!aan Keuangan Daerah;

24, Peraturan Daerah .Provinsl Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010
tentang Pejabat Penyidik Pegawal Negerl Sipll dl Llngkungan
Pemerintah Provinsl Sumatera Barat; |

S
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
- odane o
GUBERNUR SUMATERA BARAT

. MEMUTUSKAN: 4%
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG E_EJAK'DEERAH.

“|

BABI ... . . iy,
KETENTUAN UMUM ,,
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inl yang dimaksud dengan:

b

BowoN

10, Kendaraan Bermator Umum ada\ah set\ap Kendaraan yang dlgunakar)

Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provins| Sumatera Rarat .
Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat |

Pejabat adalah pegawal yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Dmas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memungut pajak
daerah. :

Pajak Daerah yang selanj‘utnya dlsebu-t pajak ada{_ah' kontribusl wajib kepada Daerah
yang terutang oleh orang pribad! atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan - tidak mendapdtkan ‘Impalan secara langsung dan

" digunakan untuk keperluan Daerah bag sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modai yang merupakan kesatuan, baik

yang melakukan usaha maupun yang tdak melakukan usaha, yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Millk Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun , firma, kongsl, koperasl dana penslun, persekutuan. perkumpulan,
yayasan, organisas! massa, organisasi soslal politlk, atau organisasl lainnya, lembaga,
dan bentuk hadan Ialnnya termasuk kontrak Investasl lfo!ektlf dan béntuk usaha
tetap. %

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemmkan clan/atau penguasaan
kendaraan bermotor. -

. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang

digunakan dl semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknlk berupa

"“motor atau peralatan lainnya yang berfungs! untuk mengubah suatu sumber daya

“energl tertentu menjadl tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,
termasuk. alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan
roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang..-
dioperasikan di alr.

rJ'

angkutan orang dan/atau barang dengan dlpungut bayaran. e
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| || [L1. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan hermotor yang dimiliki/dikuasai

balk orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau
badan.

12. Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-glat besar adalah alat-alat yang dapat -
bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen, -~ - '

13. Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas: penyerahan hak mijik
kendaraan bermotor sebagal akibat'perjanjlan.dua pihak atau perbuatan sepihak

atau keadaan yang terjad karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau
pemasukan kedalam badan usaha.

i

14, Kepemllikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan
kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukt! kepemllikan atau
dokumen yang sah termasuk Buku Pemiiikan Kendaraan Bermotor. |

15, Penguasaan adalah penggunaan dan/atau pémgu'asaar1 fislk kendaraan bermotor oleh
" orang pribad! atau badan dengan bukil periguasaan yang sah menurut ketentuan
perundang-perundangan yang berlaku, . .

16, Penyerahan Kendaraan Bermotor-adalah pangalihan hak millk kendaraan bermotor

sebagal akibat perfanjian dua plhak atau: perbuatan sepihek atau keadaan yang
terjadi karena jual bell, tukar menukar, hibah termasuk hibah waslat dan hadlah,
warlsan, atau pemasukan ke dalam-badan usaha. . '

f?". Alr ;Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak
termasuk alr laut, balk yang berada dl laut maupun di darat,

18. Pajak Alr Permukaan adalah pajak atas pengambllan dan/atau pemanfaatan air
permukaan. |

19, Waijib Pajak adalah orang pribadi atau badan mellputi .pembayar pajak, pemotong
pajak, pemungut pajak yang mempunyal hak dan kewaflban -perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

20. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas
pemb_ayaran ‘pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan’ memenut] kewajlban
Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajekan Daerah. * g

21, Masa Pajak adalah jangka waktu 1(satu) bulan kalerder atau jangka waktu lain yang
diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadl
dasar bagl Wajlb Pajak untuk menghltung; menyetor dan melaporkan pafak terutang.

22. Nomor Pokok Wajlh Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor
vang diberlkan kepada Waflb Pajak sebagal sarana .dalam administrasl perpajakan
yang dipergunakan sebagal tanda pendenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha

Waiib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.

73, Pemungutan adalah suatu rangkalan kegiatan mulal darl penghimpunan data objek
dan subjek pajak, penentuan besarnya pajek yang terutang, sampal keglatan
penaglhan pajak kepada wajlb-pajak serta pengawasan penyetorannya.

24, Pajak yang terutang adalah pajak yang hérus dlbayar pada _sua\t‘gk saat, dalam Masa
Pajak, sesual ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Perpajakan Daerah.



25. Strat Ketetapan ‘Pajak Daerah
kiétetapan pajak yang menentukan

2. Slrat Ketetapan Pajak Daerah Lebi
S)'Jrat ketetapan pajak yang mene

jimlah kredit pajak leblh besar dari pada pajak yang terutang. atau tidak seharusnya
terutang. : ! N

yang selanjutnya disin_gk,at SKPD adalah s‘urat
besarnya jumilah pokok pajak yang terutang.

h Bayar yang selanj'utnya disingkat SKPDLB adalah
ntukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena

2. é,urat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD ‘adalah surat untuk
elakukan taglhan pajak dan

i
1

|
[

| @aerah yang terdapat dalam Surat

/atau sanksl administrasi berupa bunga dan/atau
enda, o : -

2, Sl;*urat Keputusan Pembetulan yang selanjutn
yang membetulkan kesalahan tulls,
Jenerapan ketentuan tertentu dala

ya disingkat SKp adalah surat keputusan
kesalahlan hitung dan atau kekellruan dalam
M peraturan perundang-undangan perpajakan
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak

Daerah Lebih Bayar, atau Surat Taglhan Pajak Daérah, Surat Keputusan Pembetulan
tau Surat Keputusan Keberatan, e L

,29."%FUrat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah. surat keputusan

atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Leblh Bayar, Surat Ketetapan Pajak -Daerah Nihil atau terhadap pemotongan
atal pemungutan oleh pthak ketlga yang diajukan. oleh Wajib Pajak. |

30. Surat Paksa adalah surat perintah membayaf utang pajak dar_{ blaya penagihan
pajak. | '

31, |Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak ata

! s banding terhadap surat
keputusan yang diajukan oleh Wajib Pajak. . : .

| 32‘IBanding adalah upaya hukum yang dapat E:!'Hakukan oleh‘_-WEjlb Pajak atau

penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat'lg!ajukan banding,
'berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

33.‘Gugatan adalah upaya hukum _yang dapat dilakuk'anl_oleh Wajib Pajak atau
{Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau.terhadap keputusan

\yang dapat dlajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan
| perpajakan yang berlaku, ’

3! Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
- mengumpulkan data dan Informas keuangan yang meliput! harta, kewajlban, modal,
- penghasilan dan blaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau

jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi untuk perlode tahun pajak tersebut,

,' ' 35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seianjuthya disingkat APBD adalah
fos

rencana keuangan tahunan’ pémerintahan daerah yang dibahas dan disetujul
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah, dan

| ditetapkan dengan Peraturan Daerah. by

|36, Insentif Pemungutan Pajak yang sela

. penghasllan ang diberikan sebagal
! pemungutan Pajak.

njutnya di.ﬁs,"l'ébutf.ihlsent'lf adalah tambahan -
penghargaan atas Kinerja tertefitu dalam



BAB II
JENIS PAJAK
Pasal 2

|| Jenis Pajak Daerah terdiri dari :

5. Pajak Kendaraan Bermotor: _
b, Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor: dan

y Pajak Alr Permukaan.

| !
| " . BABIN

: PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
| Baglan Kesatu
| Nama, Objek dan Subjek Pajak
" Pasal 3

Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dzpungut pajak atas kepemilikan dan/atau

{ penguasaan kendaraan bermotor,

| ~ Pasal4

| , .
H (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemllkan dan/atau penguasaan

kendaraan bermator,

(2) Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) meliputi kendaraan bermotor beroca beserta gandengannya, yang dioperasikan
disemua jenis jalan darat termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam
operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta
kendaraan bermotor yang dioperasikan dl alr dengan ukuran Is! kotor-GT 5 ( lima

f gross tonnage) sampal dengan GT / ( tujuh-q’ross tonnage 3

(3) Diketcualikan darl pengertian kendaraan bermotor sebagalmana dimaksud pada aya?

(2) meliput:

a. kereta apl;

|
b, kendaraan bermotor yang semata~mata dipergunakan untuk pertahanan dan

keamanan negara;
c. kendaraan bermotor yang dimliki dan/atau dikuasal kedutaan, konsulat,

' perwakilan negara asing dan asas tmbal balik dan lén1baga-lembaga internasional

yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak darl pemerintah;
d. pabrikan atau Importir yang sematz- -mata dnsedlakan untuk dipamerkan atau tidak

untuk dijual.

B

Pasal 5.

(1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor'a_dalah orang pribadi atziulBadan yang memiliki

dan/atau menguasal kendaraan bermotor.
" (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadl atau Badan yang memilliki

. kendaraan bermotor,
| 5 ' (3) Dalam hal Wajib Pajak berbentuk Badan, kewajiban perpaJakannya dlwaklh oleh
pengurus atau kuasa Badan tersebut.

i
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- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum atas suatu Kenda

| (8) Bobot sebagalmana dimaksud pada ayat (1)-‘-h_ﬁruf’ bedihitung berdasarkan faktor-

‘[ Baglan Kedua
| - Dasar Pengenaa_n, Tarif dan Cara P@'Inghitungan Pajak
| ' " Pasal 6
(1) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
(‘ unsur pokok:

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor:. dan

| b. Bobot yang mencerminkan secara . relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau
| pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

(2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di Iuar jalan umum, termast]k

| alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di alr, dasar pengenaan pajak
- kendaraan bermotor adalah Nilal Jual Kendaraan Bermotor,

(3) Bobot sebagalmana dimaksud pada'ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefislen yang
nilainya 1 atau lebih besar dar 1, dengan pengertian sebagal berikut:

a. koefislen sama dengan 1 berart kerusakan Jalan dan/atau pencemaran lingkungan

- oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masth dalam - batas
toleransl; dan : |

~ b. koeflslen leblh besar darl 1 berartl
dlanggap melewat batas tolerans],

__dihg_['t'ung sebagzl perkalian dart 2 (dua)

Penggunaan .Kendaraan Bermotor tersebut

(4) Nilai-Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berd

asarkan Harga Pasaran Umum atas
suatu kendaraan bermotor,

(5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata
yang diperoleh darl berbagal sumber data yang akurat,.

(6) Nllal Jual Kendaraan Bermotor se
berdasarkan Harga Pasaran Umd
Pajak sebelumnya,

bagaimana dimaksud pada ‘ayat (4) ditetapkan
m pada minggu pertama bulan Desember Tahun

raan Bermotor tidak diketahut,

Nllal Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh

faktor-faktor; - -

a. harga Kendaraan Bermotor dengan sl selincer dan/atau satuan tenaga yang
sama;

b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadl:

c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;

d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan, bermotor yang
sama;- - o - _

e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;

f. harga Kendaraan Bermotor dengan kendaraan bermotor sejenls; dan

g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkanl'i‘d"qktfrﬁen Rembei'ltahuaﬁ Impor Barang
(PIB). : '

faktor:

3, tekanan ‘gandar, yang dibedakan atas dasar' Jumlah sumbu/as, roda dan berat
Kendaraan Bermotor, '

b, jenls.bah_an bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut\?sblar, bensin,



/ -gas, listrik, tenaga surya atau jenls bahan bakar lainnya; dan

1
j e jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan “clri-cir_i mesin Kendaraan Bermotor
| yang dibedakan berdasarkan jenls mesin 2 tak atay 4 tak, dan sl selinder,

(9) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

- ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan
J dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada Peraturan Menter! Dalam Neger!.

(*0) Dalam hal dasar pengenaan Pajak belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh
Menterl Dalam Negerl dengan pertimbangan Menter| Keuangan sebagalimana
dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan dasar pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dimaksud dengan PeraturaniGubisenirs’ '

- Pasal 7
(1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadl ditetapkan sebagal berikut:
8. untuk kepemliikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5 % (satu koma lima
persen); - ' '

b. untuk kepemllikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secarz

progresif yaitu : -
L. kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2 % (dua persen),
2. ketiga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen)
. 3. keempat sebesar 3 % (tiga persen), ©
| 4, kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga- koma lima persen)

¢ kepemilikan Kendaraan Bermotor didasa
sama, "

4

rkan, -atas nama dan/atau, alamat yang

|(2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor umum, ambulans, pemadam:. kebakaran, lembaga

j soslal keagamaan, pemerintah / pemerintah daerah, TNI, POLRI ditetapkan sebagal
bertkut : - :

& kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen); . ¥ e e

b kendaraan bermotor ambulans,  kendaraan bermotor pemadam kebakaran,
kendaraan bermotor lembaga soslal *keagamaan dan kendaraan Jpermotor
pemerintah /daerah, TNI, POLRI sebesar 0,5 % {nol iome lifma persen).

(3) Terlf Pajak Kendaraan Bermotor alat-zlat berat dan alat-zlat besar ditetapkan sebesar
' 0,2 % (nol koma dua persen), -\ |

Pasal 8 .
Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermoter yang- terutang dihitung dengan cara
' | mengallkan tarlf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak

il Pasalg &
-

|| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. |

Baglan Ketiga
Wilayah Pemungttan

gz
L

Pk dipungut. ot wilayah dagrah te Mpatkeridara aif_j;,-‘be-rmot:jr didaftarkan.




[ Pasal 10

. Masa Pajak - |

(1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua. belas) bulan
berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor,

(2) Baglan darl bulan yang melebihl 15 (lima belas) har! dihitung satu bulan pehuh,

(3) “ajak yang kargna suatu dan lain hal Keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya
tidak sampal 12 (dua belas) bulan, maka;dapat dilakukan restitusl,

(4) Tata ca
| e

(5) Pajak Kendaraan Berrnotor dibayar sekaligus dimuka.

ra E%eraksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh

(6) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pallhg sedikit"il"} % ( sepuluh persen ),

termasuk yang dibaglkan kepada Katiﬂp_aten/thé;_.di_alokaslkan untuk pembangunan
dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportast umum.

Baglan Keempat
Penetapan Pajak
, ' Pasal 11
(1) Pajak terhutang pada saat diterbitkan SKPD.

(2);Setlap Wajlb Pajak yang terlambat mendaftarikan kendaraan ber'motornya dikenakan
}sanksl administras! , untuk Kendaraan Sermotor Roda 4 ( empat ) sebesar Rp.

1100.000,- ( seratus ribu ruplah) dan untuk Kendaraan -Bermotgr roda 2 ( dua )
sebesar Rp. 25.000,~ ( dua puluh lima riby rupiah )

[3}§Set1ap Kendaraan Bermotor yang mengalami perybahan bentuk dan/atau
'penggantian mesin dalam masa pajak; wajlb melaporkan kepada Dinas paling lambat
30 ( tiga puluh ) harl sejak perubahan bentuk'dan/atau penggantian mesin.

: BABIV |
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR : t,
' Baglan Kesatu |
Nama, Objek, dan Subyek Pajak
Pasal 12 '

Deng'an nama Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan
| kepemilikan kendaraan bermotor, ’ -

-Pasal 13

Objek pajak Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan
| kendaraan bermotor,

) Termasuk dalam pehgertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mellputl kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan
| disemua jenls jalan darat dan kendaraan bermotor yang dipperasikan di air dengan
| ‘

| Ukuran ! kotor GT 5 ( lima gross tonnage ) sampal dengan GT 7 { tujuh gross
i tonnage. ).




[
|
I
i

lkecualikan dari pengertian Kendara

an B_ermotor éebagai"rhan.a dimaksud pada ayat
(2) meliputi; : . '

a ['kereta apl;
b.| Kendaraan Bermotor
| keamanan negara; dan

G Kendaraan Bermotor yang dimilikl dan/atau dikuasal kedutaan, konsulat,

' perwakilan negara asing dan asas timbal ballk dan lembaga-lembaga

. Internasional yang memperoleh fasllitas pembebasan pajak darl pemerintah,

dua belas) bulan secara berturut-turut

) oi

ang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan

4) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (
d*nat dianggap sebagai penyerahan,

5) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor kareria perjanjlan sewa bell,

(6) Termasuk penyerahan kepemllikan Kendaraa
pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan B
secara tetap di Indonesla, kecuall !

3. untuk dipakal sendiri oleh orang pribad! yang hersangkutan;
b." untuk diperdagangkan:
C.untuk dikeluarkan kemball darl wilayah pabean. Indonesla: dan

d. digunakan untuk pameran, ‘penelitian, contoh dan keglatan olahraga bertaraf
Internasional, ' '

n Bermotor sebagalmana dimaksud
ermotor darl luar negeri untuk dipakal

(1) Pengecualian sebagalmana dimaksud

selama 3 (tiga) tahun bertyryt-
Ipdones-ia.

pada ayat (6) n‘uruf & tl'da'k berlaku apabila
turut tidak dikeluarkan kembali dati wilayah pabean

| . Pasal 14 ‘
(1) Siubjek Pajak 'Bea Balik Nama Kendaraan'Bermotor adalah orang
yang menerlima penyerahan Kendaraan Bermotor, .

:(2) Waj!b Pajak Bea Ballk Nama Kendaraan Bermator adalah orang pribadl atau Badan
- Yang menerima penyerahan kendaraan bermotcr, '

i
0 i

pribadi atau Badan

| Baglan Kedua
; Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
“ Pasal 15

B Dasar pehgenéan Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilal Jual Kendaraan
§ Bemotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 9.).

Pasal 16 -- |
() Tarlf Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan
I sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen), i ot

£ () Tt Bea Ballk Nema Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya
i ditetapkan sebesar 1 % (satu persen),

BL0) Tt Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena warian. dan
hibah ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu‘ persen),




i Pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasa 18,

(4) Terif Bea Ballk Nama Kend

- alat berat dan alat-alat bes

- ditetapkan sebagal berlkut :

I " 2 penyerahan pertama sebesar 0,75 % (no

b, penyerahan kedua dan seterusnya
lima persen).

C. penyerahan karena warlsan sebesar 0,075 % (
persen)._ :

arazn Bermotor <husus untuk kendaraan bermotor alat-
aryang tidak menggunakan jalan umum masing-masing

| koma tujuh puluh fima persen); dan
sebesar 0,075 o (nol koma nol tujuh puluh

nol koma nol tujuh puluh lima

- Pasal 17 _
Besaran Pokok Pajak. Bea Ballk Nama Kendaraan Beimotor

| yang terutang dihitung
dengan cara mengallikan tarif sebagaimana dimaksud d

alam Pasal 16 dengan dasar

Bagian Ketlga
- Wilayah Pemungutan
/; o Pasal 18

(1) Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan

j' ;’i(2) Apablla terjadl pemindahan kendaraan bermotor darl suatu. daerah laln, maka Wajib
H

Pajak yang bersangkutan harus memperlinatkan bukt! pelunasan Pajak Kendaraan

|
) 11 bermotor didaftarkan,
|
(' Be’rmotor di daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal antar Daerah,

.' Baglan Keempat
| - Masa Pajak

| | Pasal 19

}EiMasa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyerahan -
| kendaraan bermotor pertama ke penyerahan berlkutnya,

e Bagian Kelima

Penetapan Pajak
Pasal 20

| (1) Pajak terutang pada saat diterbltkannya SKPD, -

1 (2) Setiap Wajlb Pajak yang terlambat mendaftarkan kendaraan _beri’notornya dikenakan
| sanksl administras! ;- - |

a. untuk Kendaraan Bermotor baru roda 4 ( empat ) sebesar Rp.1.000.000,- ( satu
juta rupiah ); IR | .

b. untuk Kendaraan Bermotor baru roda ( dua ) sebesar Rp,250.000,~( dua ratus
lima.puluh ribu rupiah );

C. untuk Kendaraan Bermotor bukan bary untuk roda 4 ( empat ) sebesar'Rp.
100.000,- ( seratus rihu ruplah ): dan

d. untuk Kendaraan Bermotor bukan bary roda 2 (dua ) sebesar Rp.25.000,~ ( dua

puluh lima ribu rupiah 5,
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Baglan Keenam
- Pendaftaran

Pasal 21
Wagqb Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermoter wajib mendaftarkan penyerahan

| Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harl sejak

saat penyerahan.

) Pembayaran Bea Balik Nama Kéndaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.

Bea Ballk Nama Kendaraan Bermmor terutang pada saat penyerahan kendaraan
bermotor.

Orang pribadl atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor berkewajlban
melaporkan secara tertulls penyerahan tersebut kepada Gubernur atau pejabat yang
ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tlga) harl sejak saat penyerahan,

Laporan tertulls sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) paling sadikit berist:
a, nama dan alamat orang pribad! atau badan yang menerima penyerahan;
. ‘tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;

b
. 't nomor polisl kendaraan bermotor;
d

. Jenls, merk, type, Isl cylinder, tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan
nomor mesin.

e. dasar penyerahan,
f, lampitan fotokopl Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
q khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pasj_dan nomor pas kapal.

| |

| BABV

| PAJAK AIR PERMUKAAN

| Baglan Kesatu

‘ Nama, Objek, dan Subjek Pajak
i Pasal 22

De gan nama Pajak Air Permukaan dipungut p'ajak atas pengambilan dan/atau
: - pemanfaatan Alr Permukaan,

| : oy
| Pasal 23

Objek Pajak Alr Permukaan adalah pengambllan dan/atau pemanfaatan Alr
Permukaan.

2) Dikecualikan darl Objek Pajak: Alr Permukaan meliputi pengambilan dan/atau

pemanfaatan alr permukaan untuk Kkeperluan dasar rumah tangga, pengairan
* pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarlan lingkungan
dan peraturan perundang undangan :

Pasal 24
1) Subjek Pajak Alr Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

2) Wajib Pajak Alr Permukaan adalah orang pr[badl atau Badan yé‘ﬁg\melakukan

pengambllan dan/atau pemanfaatan Alr Permukaan




Baglan Kedua .
Dasar Pengenaan, Tarlf, dan Cara Perhitungan Pajak
Pasal 25
l) Dasar pengenaan Pajak Alr Permukaan adalah Nilal Perolehan Alr Permukaan.

i) Nilal Perolehan Alr Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dinvatakan

dalam ruplah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh
faktor faktor berikut: -

jenis sumber airs
lokasi sumber air;
tujuan pengambilan dan pemanfaatan alr:

volume a iryang diamb: | dan dimanfaatkan, g
kualitas air; SR e

luas areal tempat pengambilan dan pemanfaatah air; dan

tingkat kerusakan lingkungan yang ‘dlakibatkan oleh pengambilan dan
pemanfaatan air.

T Y o OO —

l3) Besarnya Nilal Perolehan Alr Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dltetapkan dengan Peraturan Gubernur.

i | Pasal 26
Tar;|f Pajak Alr Permukaan ditetapkan sebesar 10 %-(sepuluh persen) dari nilal perolehan
ary

= ——

_ " Pasal 27
Besarnya pokok Pajak Alr Permukaan yang terutangdihitung dengan cara mengalikan

[tarlf sebagalmana dimaksud dalam Pasal 26 dengan dasar pengenaan pajak
'sebagalmana dimaksud dalam Pasal 25,

=

; |
}

Pasal 28
jak Alr Permukaan terutang sejak pengambilan dan pemanraatan alr permukaan

Baglan Ketiga
Wilayah Pemungutan
Pasal 29

5 F' Pajak Alr Permukaan terutang dipungut di wilayah daerah tempat air permukaan berada.

Baglan Keempat

Masa Pajak
g Pasal 30 |
()Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan satu bulan
i, takwim sebagal dasar untuk menghltung besarnya pajak yang terutang.

'_-i( 2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang Iamanya satu tahun takwim kecuali bila Waitb
f i Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengon tahun takwir__




BAB VI.
PEMUNGUTAN PAJAK
Baglan Kesatu
Slistem Pemungutan
Pasal 31

. | Pasal 32
(1) Pajak ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 31 dengan
r!henerbitkan SK_PD atau dokumen lain vana dipersamakan,

il g penerbitan SKPD atau dokumen iain yang dipersamakan sebagaimdiia
i f?llmaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ‘Peraturan: Gubernur# '

Baglan Kedua

| Tata Cara Pemungutan Pajak
| Pasal 33
;Pemungutan Pajak dilarang diborongkan,

Setlap Waijlb Pajak wajlb membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat
ketetapan pajak sesual dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak yang memenuhl kewajlban. perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat
Fz) dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

,iDokumen laln yang dipersamakan sebégaimana dimaksud pada ayat (3), berupa
karcis dan nota perhitungan, |

BAB VII
PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 34

) Pembayara'h pajak terutang yang ditetapkan oleh Gubernur, dilaksanakan paling
lama 30 harl sejak tanggal diterbitkan SKPD,

 Apablla batas waktu pembayaran jatuh pada harl llbur maka batas waktu
pembayaran jatuh pada harf kerja berlkutnya, .

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pa{la ayat (1), dilakukan pada Kas Daerah
. atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur, - -

L Apablla pembayaran pajak terutang dllakukan setelah jatuh tempo pembayaran

sebagalmana dimaksud pada ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2%
sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, SiRc

| Pasal 35 B |
Bl .
WOKPD, STPD, SKP, SKK, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumiah pajak yang

s dibayar bertambah, wajib dilunas! dalam jangka waktu paling lama-30_har! sejak
anggal diterbitkan, - -




: | Pasal 36
§(0) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk " atag
'F’enanggung - Pajak setelah  memenuh

memberlkan persetujuan untuk mengangsu
engan dlkenakan bunga sebesar 2% sebulan,

pe;mohonan Wajib Pajak atau
persyaratan - yang ditentukan, dapat
I atau menunda pembayaran pajak,

P

'(2) [é@ cara pengajuan permohonan, persyaratan dan pembayaran angsuran serta
if penundaan pembayaran pajak, ditetapkan dengan ératitan Gubernti

BAB VIH
PENAGIHAN PAJAK
Baglan Kesaty .
Surat Taglhan Pajak Daerah

|
. _ Pasal 37
i) Gubernur dapat menerbltkan STPD apabila !

a Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b, Darl hasll penelitian STPD, terdapat kekurangan pembayaran sebagal akibat salah
. tulls dan atau salah hitung;

. Wajib Pajak dikenakan sanks! administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2(2) Jumiah kekurangan pajak yang.terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud bada
| -ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksl administrasl berupa bunga

. Sebesar 2% setlap bulan untuk jangka waktu 'paling lama. 15 bulan sejak saat
- terutangnya pafak, i

“:(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan
- sanks| administras! berupa bunga sebesar 2% sebulan, dan ditaglh melalui STPD.,

|
|
|
;{ ' Pasal 38
i[[i) Penagihan pajak dllakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, STPD,
fi SKP,SKK dan Putusan Banding, - ¥

|

{l () Penaglhan pajak sebagalimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan. terlebih
gdahulu. memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenls.

F | -
il (3)|Surat teguran atau surat peringatan atau .surat lalin yang sejenls, sekurang-
i kurangnya memuat :

3. nama Wajlb Pajak, atau nama Subjek Pajak dan Penanggung Pajak:
b. besarnya utang pajak;

C. perintah untuk membayar; dan

d. saat pelunasan utang pajak.

Baglan Kedua
Penagihan Seketika dan Sekaligus
. Pasal39 |
{l (1)|Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekallgus tanpa menunggu tanggal
W |jatuh tempo, apablla : - LI L,
3. Wajlb Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesla untuk sélama_-




|
i!uamanya, atau berniat untuk itu;

b, \:Majib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki
atau dikuasal dalam rangka menghentikan atau Imengecilkan keglatan perusahaan,
atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;

¢ ferdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan

embubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau
memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan vang dimilikl atau

dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lalnnya;
d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara;

e terjadi penyitaan atas barang Wailb Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak
ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. : |

urat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, éekurang-kurangnya memuat:

S
“ajnama Wajlb Pajak, atau Nama Subyek PajaE dan Penanggung Pajak:
- bibesarnya utang pajak; '

G, perintah untuk membayar: dan
d,saat pelunasan pajak,

8) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkar sebelum penerbitan
Surat Paksa.

ﬁ4).Péiakséna_an' Penagihan Seketlka dan Sekallgus, dilaksanakan sesual dengan
piraturan perundang-undangan yang berlaku. |

Bagian Ketlga
Surat Paksa

Pasal 40
il) Pajak yang terutang berdasarkan"SKPD, STPD, SKP,SKK dan Putusan Banding yang
lidek atau kurang dlbayar oleh Wajlb Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan
Surat Paksa.. |

1) Surat Paksa sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila :

[ 2 Wajlb Pajak atau:Penanggung Pajak tldak melunas! utang pajak dan kepadanya
| telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat laln yang sejents;
b, terhadap Wajlb Pajak atau Penanggung Pajak. telah dilaksanakan penaglhan

| seketika dan sekaligus;

¢ Wajlb Pajak atau Penanggung Pajak .tidak memenuhl ketentuan sebagaimana

\ tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran
| pajak. ' |

Pasal 41 , _
Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan
Salinan Surat Paksa, kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak,

Pemberitahuan Surat Paksa sebagalmana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam Berltd Acara, yang sekurang-kurangaya memuat
a harl dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;

b. nama Jury Sita Pajak;

C. nama yang menerima; dan

[
-',I.' |

{




il
il

| (.| tempat pemberitahuan Surat Paksa,

rat Paksq té_rhadap orang pribadi diberitahukan oleh Juru Siti Pajak kepada
3 Waijlb Pa_]ak atau Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di
tempat lalh yang memungkinkan: Fe g o :

orang dewasa yang bertempat tinggal bersania ataupun yah'g 'b-'ék.erja‘dl tempat
ak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tldak

=

usaha Penanggung Paj
' dapat dijumpai;

il 4 salah seorang ahll waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta
| peninggalannya, apablla Wajlb Pajak telah meninggal dunla dan harta warlsan
|’ | belum dibagi;

d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah m
| telah dibag.

eninggal dunla dan harta warisan

r’ﬁ] !Burat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurus Sita Pajak kepada :

a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal,
baik di. tempat kedudukan badan yang kersangkutan, di tempat tinggal mereka,
maupun di tempat lain yang memungkinkan;

b, pegawal tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang

bersangkutan, apabila Juru Sita Pajak tidak dapat menjumpal salah seorang
sebagalmana dimaksud pada huruf a. '

() :Daiam Hal Wajlb Pajak dinyatakan palllt, Surat Paksa diberltahukan kepada Kurator,
fHakim Pengawas atau Balal Harta Peninggalan; dan dalam hal- Wajlb Pajak
|dinyatakan bubar atau dalam likuidasl, Surat Paksa diberitahukan kepada orang

| " atau badan yang dibebani untuk melakukan pamberesan, atau likuldator.
6) Dalam hal Wajlb Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk

menjalankan hak dan kewajlban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan
kepada-penerima kuasa dimaksud. |

() Apablla pemberjtahuan Surat Paksa sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dan ayat -

(4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan mefalui Pemerintah Daerah
setempat. ' %,

1l ) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahul tempat tinggalnya,

tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampalan Surat Paksa dilaksanakan
dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor Pejabat

ail !

yang menerbltkannya, mengumumkan melalul media massa, atau cara laln yang
. ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(Ell) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakar. di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat
: dimaksud meminta bantuan kepada Pefabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat
| pelaksanaan Surat Paksa, kecuall ditetapkar:‘lain oleh Gubernur.

(10) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana'dimaksud pada ayat (9), wajb

membantu dan memberitahiukan tindakan yang telah 'dll‘_aksanakan kepadal Pejabat
yang meminta bantuan, ' .

(11) Dalam hal Wajlb Pajak atau Penanggung Pajak atau p"i_hak-plh_alji yang dimaksud
nada ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jufu-Sita Pajak

meninggalkan Surat Paksa dimaksud mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa

3
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|
|
dianggap telah diberitahukan.

Pengajuan keberatan oleh Walib Pajak atau Peﬁanggqng ,Pajak’tidak mengakibatkan
penundaan pelaksanaan Surat Paksa. |

- Pasal 42
PelaLsanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat 2

kall [24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41, | . | - oa

j Pelksanaan  penagihan pajak dengan surat paksa, dilakukan sesual dengan
| ket}ntuan peraturan perundang-undangan, :

Bagian Keempat
~ Penylitaan
. Pasal 43 :
b Ap_abi!a utang: pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam jangka

waktu sebagalmana dimaksud dalam Pasal 42, Pejabat menerbitkan Surat‘PerIntah
Melaksanakan Penyltaan, :

1) Penyltaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-

kirangnya 2 orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Juru Sita
Pajak, dan dapat dipercaya.

i3 Sétiap pelaksanaan penyltaan, Juru Sita Pajak membuat Berlta Acara Pelaksanaan

| Sta yang dltandatangan! oleh Juru Sita Pajak, Wajlb Pajak atau Penanggung Pajak
d%n saksi-saksl. '

i ke

Pasal 44
(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap, barang millk Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
yang berada di tempat tinggal, témpat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain
termasuk yang penguasaannya berada di tangan' plhak lain atau yang dijaminkan
sebagal pelunasan utang tertentu yang dapat berupa - 5

2, barang bergerak termasuk mobll; perhlasan, uang tunal, dan deposito berjangka,
tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lalnnya yang dipersamakan
dengan Itu, obligas! saham, atau surat berharga-\alnnya’,. plutang, dan penyertaan
modal pada perusahaan laln;

b. barang tidak bergerak ‘termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan Isi kotor
tertentu.

j (2)§Penyitaah terh'adép Wailb Pajak atau Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan
'terhadap barang millk perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang,

 penanggung jawab, pemilik modal, balk di tempat kedudukan yang bersangkutan, di
| tempat tinggal mereka maupun di tempat laln, :

i (3)5- Penyitaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampal dengan nilal

‘barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak untuk melunast utang
pajak dan blaya penaglhan pajak. AP o




e
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) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyltaan.
|

| Pasal 45
enyltapn tambahan dapat dilaksanakan apabila :

§ Niai barang yang disita, nilainya tidak cukup untuk melunasl bza\,a penagthan pajak
dan utang pajak;

e

Hasn lelang barang vang telah disita tidak cukup untuk melunas! blaya penagthan
pzjak dan utang pajak.

| Bagian Kelima
|| Pelelangan

- ' Pasal 46
(1) A ;Lablla utang pajak dan/atau . biaya penagihan pajak tidak dllunas! setelah
dl aksanakan penyltaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang
erhadap barang yang disita melalul Kantor Lelang.

(2) B,a,rang yang disita berupa uang tunal, deposlto berjangka, talungan, saldo rekening
Koran, giro atau bentuk lalnnya yang dipersamakan dengan ltu, obligasl, saham, atau

surat berharga lalnnya, plutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain,

dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagalmana dimaksud pada ayat (1).

(3) Barang vang dislta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk
membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara !

a. uang tunai disetor ke Kantor Perbendahaman dan Kas Daerah atau Bank atau
tempat lain yang ditunjuk;

b, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening korang, glro, atau bentuk lalnnya
yang dipersamakan dengan ltu, dipindahbukukan. ke rekening Kantor

Perbendaharaan dan Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk atas
permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;

¢. obligasi, saham, atau surat berharga lalnnya yang diperddgangkan di bursa efek
dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat,

d. obligas!, saham, atau surat berharga lainnya yang tldak diperdagangkat di bursa
efek segera dljual oleh Pejabat;

‘e, plutang dibuatkan berlta acara persetujuan tentang pengalihan hak menaglh dar!
Wajlb Pajak dan Penanggung Pajak kepada Pejabat;

. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte pafsetujuan pengalihan
hak menjual darl Wajlb Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat

Pasal 47

(1) Penjualan secara lelang terhadap. barang yang disita. dllaksanakan paling singkat 14
harl setelah pengumuman lelang melalul medla massa. :

(2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling
singkat 14 hari setelah penyltaan.,

(3) Pengumurnan lelang untuk- barang bergerak dilakukan 1 kall dan untuk. barang tidak

bergerak dl lakukan 2 kall

AT

’**’E’M?Wﬁi Afil ..A"vg



g

i

4) P‘Engumuman lelang terhadap barang dengan nilal paling banyak Rp. 20.000.005,00'

(

ua puluh juta ruplah) tidak harus diumumkan melalul media massa.

Pasal 48

(1) lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak

atau Pena:nggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.

ajak

i) Felang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadirl Wajlb Pajak dan atau Penanggung

Lelang tidak dilaksanakan apablla Waijlb Pajak atau Penanggung Pajak telah melunas
utang pajak dan blaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan atau
putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah,

|
BABIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN PAIAK

i
: Pasal 49

I ' (1) Hak untuk melakukan penaglhan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu

|
5 (lima) tahun terhltung sejak saat terutangnya pajak, kecuall apabila Wajib Pajak

 melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

2) Kedaluwarsa penaglhan pajak sebagaimana "dimaksud nada ayat (1), tertangguh
“apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan.Surat Paksa;
b, ada pengakuan utang pajak™dan- Wajlb Pa;ak balk langsung maupun tidak
langsung.

| (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagahnana dlmaksud pada

ayat (2) huruf a, kedaluawarsa penaglihan dihltung sejak tanggal penyampalan Surat
Paksa tersebut, :

' (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf '

b adalah Wajib Pajak dengan menyatakan masih mempun\fal utang Pajak dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak.langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahul darl pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak,

"Pasal 50
1) Plutang Pajak yang tidak mungkin ditaglh lagl karena hak untuk me[akukan

| | penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan:Piutang Pajak Provinsl yang sudah
kedaluwarsa sebagalmana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan. piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa dlatur dengan
Peraturan Gubernur, » % .

for




BAB X

KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN
Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 51
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang
drunjuk atas suatu
3, SKPD:
t b, SKPDLB; dan |
! g bemotong’an atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan
| perundang-undangan perpajakan. 2,
{) Keberatan diajukan secara tertulls dalam bahasa Indonesla dengan disertal alasan-

aljsan yang jelas. < 'y e

pdlam hal Wailb Pajak mengajuken keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan,
Wajlo Pajak harus dapat membuktikan '\qetldakbgha'ran'kete;apah pajak tersebut.
#4) Keberatan harus dlajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal
dlkerimany‘a surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuall
avablla Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ltu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. '

1) 4eberatan vang tldak memenuhl persyaratan sehagalmana dimaksud pada ayat (2),

ayat (3) dan ayat (4), tidak dlanggap sebagal pengajuan __keberatan, sehingga tidak
dpertimbangkan. :

=i =‘_:§ o o

%[6) ﬁengaju_an keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.dan pelaksanaan
penagihan pajak sesual dengan peraturan perundang~undangan'yang berlaku.

?! - Pasal 52 _

f;i (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka wakiu paling lama 12 bulan sejak
1§ anggal Surat Keberatan dlterima, harus memberlkan keputusan atas keberatan yang
diajukan, ” 8 s -

(2)|Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapa‘E' berupa
1 |menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang
erutang, %

(3) Apabila ]ahgka waktu sebagalmana dimaksud pada ayat (1) telah lewat’ dan
# | cubernur atau pejabat yang ditunjuk tdak mermberl suatu keputusan, maka
keberatan yang dlajukan tersebut dianggap dlkapulka'n. 4t

(4 Keputusan keberatan tidak menghilangikan hak Wajlb Pajak untuk mengajukan
; permohonan mengangsur pembayaran. o8

| Bagian Kedua

Banding

i Pasal 53

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan handing hanya kepada Pengadilan

~ Pajak, terhadap keputusan mengenal keberatan yang ditetapkan oleh Gub
ey yang ditetapkan ole Gubernur atau




1 perinohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digjukan secara tertulls dalam
il ahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3
1 (1g2) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilamplri salinan dari surat
4 keputusan tersebut. | -,

# pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajban membayar pajak dan
ﬁ pelaksanaan penaglihan pajak. R KOS

: Pasal 54 .
1) Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan satu surat banding.

) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan
1 pajak. :

)B;andlng. yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus darl daftar
| sengketa dengan : |

2 Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan dlajukan sebelum sidang

| dllaksanakan;
.putusan Majells Hakim/Hakim Tunggal melalul pemeriksaan dalam hal .surat

pernyataan pencabutan diajukan dalam.sidang atas persetujuan terbanding.

#4) ganding yang telah dicabut melalul penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud
gada ayat (3) tidak dapat diajukan kemball.

L

Pasal 55 | |

#sclain, darl persyaratan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 51, dalam hal banding
$dajokan terhadap besarnya jumliah pajak yang terutang, handing hanya dapat diajukan
#apablla jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh
§oergen). | . _

. Pasal 56
1 1) Banding diajukan sendlrl oleh Wafib Pajak stau Penanggung Pajak, ahli warisnya,
I |seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. . L

1 () Apabila selama proses banding, pemohon banding meningaal dunia, banding dapat
\dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum darl ahli warlsnya, atau pengampunya
‘daiam hal pemohon banding pallit.

(%) Apablla  selama proses. banding pemohon banding melakukan: penggabungan,
peleburan, pemecahan atau pemekaran usahe, atau likuldasl, permohonan dimaksud
|dapat dilanjutkan oleh plhak yang menerima | pertanggungjawaban  karena
penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau karena likuldas!
dimaksud. P78 "

* Baglan Ketiga
Gugatan
| Pasal 57 ¢ o
1) Gugatan dlajukan secara tertulls dalam bahasa Indonesla kepada PengadiEﬁ Pajak.,




pgka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pel
& stalan 14 (empat belas) hari se
4 1ingka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

¥ |
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-m Sanggahan"p\h_ak ketlga terhadap k

dl () pengad!

1
|
E |

) pada ayat (2).
4) Sanggahan plhak ketiga terhadap kepemll

1

|
I

;\

Terhadan 1(satu) pelaksanaan penagihan atau 1(satu) Ke

3) Pejabat menangguhkan pelak

(1) Atas keleblhan pembayaran pajak berdasarxan perhl

aksanaan | penagihan pajak
jak tanggal pelaksanaan penagihan,

(2) tidek mengiket apablla jangka
t dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan penggugat.

d pada ayat (3) adalah 14 (empat
dazn diluar kekuasaan penggugat.

putusan diajukan 1 (satu)

waktu dimaksud tidak dapa

Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksu
belas) harl terhitung sefak tanggal berakhimya kea

qurat Gugatan.

ol * e |
epemilikan -barang yang disita, hanya dapat

dajukan kepada Pengadilan Negerl, R
lan Negerl yand menerima surat sanggaha
ayat (1) memberitahukan secara rertulls kepada Pejabat.

sanaan penagihan: pajak hanya terhadap barang yang
n sebagalmana dimaksud

n sebagaimana dimaksud ‘pada

' disanggah kepemlilkannya sejak menetima pemberitahua

lkan barang yang disita, tidak dapat

' dlajukan setelah lelang dllaksanakan,
|

BABXL
DENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 5¢ ,
tungan darl wajlb Pajak, Wajlb

honan pengemballan kepada Gubernur.
b (1), dinyatakan secara tertulls dan

Pajak dapat meng ajukan permo
7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada aya

ditandatangani, dengan sekurang-kurangnya memuat : -

a. bukttsetoran pajak; R - e

b. buktl SPTPD;
c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak; dan

d. perhitungan pembayaran‘pajak menurut Wajtb Pajak. _
(3) Terhadap permohonan pengembalian sebagalma_ha dimaksud pada ayat (1) ‘terleblh
dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajlb Pajak untuk mengetahul kebenaran atas
‘permohonan tersebut. k |
(4) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejé-k diterimanya permehonan
keleblhan pembayaran pajak- sebagalmana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan dan menerbltkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1

bulan. ,
(5) Apabila dalam jangka waktu seb_agaimar-.a_ dimaksud pada ayat (4) telah di\ampaﬁi
dan Gubernur tidak membertkan kepltusan, nermohonan pengembalian kelebihan

| | pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitk
il paling lama 1 (satu) bulan. | - s i e i
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BAB XII
PEMBETULAN PEMEMALAN
PENGURANGAN KETETAPAN CAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
4 Pasal 60
. (1 ) i} Gubernur karena jabatan atau atas permohcnan- Wafib Pajak, dapat membetulkan
g | SKPD atau STPD yang dalam penerbltannya terdapat kesalahan. tulls, kesalahan
tl - hltung dan/atau kekellruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah. ;

ST e

“ &1 () Gubernur dapat :

£ a, mengurangkan atau menghapuskan sanksl administrasl berupa bunga, denda, dan
kenaikan pajak vang terutang menurut. peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanks! administrasl dan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dlmaksud pada ayat (2). ditetapkan
: dengan Peraturan Gubernut.

BABXII

| PEMERIKSMN- ‘

| Pasal 61

(1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berweriang melakukan pemeriksaan untuk

| menguji kepatuhan pemenuhan kewaflban perpajakan Daerah dalam rangka

| melaksanakan peraturan perundang undangan perpajakan Daerah.

f 2) Wajlb.Pajak yang diperlksa wajlb & .

a, memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang -
menjadi dasarnya dan dokumen lain. yang berhubungan dengan objek pajak yang
terutang; , %

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dlanggap
periu dan member! bantuan guna kelancaran pemerlksaan.

(3) Apablla dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta
keterangan yang diminta, Wajib -Pajak’ terikat oleh suatu kewajlban untuk
merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan Itu ditiadakan oleh permintaan
untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62
(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dalam bentuk :
a. Pemerlksaan lengkap;
b. Pemerlksaan sederhana.

1(2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada-ayat (1) huru{‘«-a?k,‘di'lakukan d
tempat. domisili atau di lokasi usaha Wajib Pajak, meliput! seluruh jenls pajak untuk




tahun pajak berjalan dan atau tahun-tahun pajak sebeiurnnya vang ,dilakﬁkan dengan

dl menerapkan teknls pemeriksaan yang pada umuranya lazim digunakan dalam
i - pemeriksaan,

(/| (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.dapat

dilakukan ' y '

a. di lapangan, meliputi seluruh jenis-pajak untuk tahun pajak berjalan atau tahun-
tahun pajak sebelumnya dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot _
yang sederhana; B

b. dl kantor, mellput! jens pajak tertentu untuk tahun pajak berjalan,

Pasal 63
(1) Pemerlksaan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan dengan berpedoman

pada norma pemerlksaan yang memuat batasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan
dan Wajib Pajak. |

(2) Hasll pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke daiam
laporan pemeriksaan.,

 (3) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atay t
Wajlb Pajak atau Wajib Paj

hasil pemeriksaan.

dak seluruhnya disetujul oleh
ak dan Penanggung Pajak, di!_akukan pembahasan akhir

(4) Hasll pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dibuatkan berlta acara yang ditandatanganl oleh petugas pemeriksa dan Wajlb Pajak
yang bersangkutan, | '

(5) Berdasarkan berlta acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan hasl|

pemerlksaan sebagalmana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan SKPD atau
STPD, '

Pasal 64

Norma pemeriksaan, pedoman faporan pemeriksaan,'dan tata cara pemeriksaan. untuk
setlap jenls pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur,,

ty,

| Pasal 65
it (1) Gubernur atau pefabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempat atau
| ruangan tertentu, apablla - Ty .

a, Wajlb Pajak tidak memenuhl kewajlban.,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (2);

b. Wajlb Pajak memperiihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang
palsu atau dipalsukan,

I (2) Tata cara penyegelan dalam rangka pemerlksaan ditetapkan lebih lanjut dengan
tPeraturanGubernury : -

BABXIV .~
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK * .

: Pasal 66
(1) Plutang Pajak yang sudah kedaiuwarsa_dalggt dilak_ukan penghapusan,




'.v‘-;J.--

I

Enohapusan piutang Pajak sebagalmana dimaksud pada avat (1}, dilakukan oleh
nur berdasarkan permohonan penghapusan pititang pajak darl Kepala Dinas

rmahonan penghapusan piutang Pajak sebagairnana cimaksud pada ayat (2),
ueng-kurangnya memuat :

‘ nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;

rjumlah plutang pajak;

ahun pajak; dan

]ems pajak.

erdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud paca ayat (2),
: ubernur dapat menetapkan penghapusan piutang Pajak sampal dengan
,1,000.000.000,00 (satu milyar ruplah) sedangkan untuk penghapusan plutang
;: bajak dlatas Rp. 1.000.0000.000,00° (satu milyar ruplah) ditetankan oleh Gubernur

etelah mendapat persetujuan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah,’

!'

i

' Pasal 67
1 erhadap plutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi,akan tetapl belum kedaluwarsa,
:_ ldimasukkan ke dalam daftar plutang pajak yang akan dihapuskan.

i-f lutang najak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1
Emeliputi :
a Wajib Pajak menlnggal dunia dan tidak meninggalkan harta;

4 b Kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Lurah

# dan laporan hasll pemeriksaan Petugas Dinas;
dc. Wajlb Pajak tidak mempunyal harta kekayaan lagl, yang dibuktikan berdasarkan
¥ laporan hasll pernerlksaan Petugas Dinas yang menyatakan bahwa Wajib Pajak

j memang benar-benar tidak mempunyal harta kekayaan lagl:

i d. Wajib Pajak yang dinyatakan paillt berdasarkan putusan pengadilan, dan dati hasil
penjualan hartanya tidak mencukupl untuk melunasl utang pajaknya;

2. Wajib Pajak yang tidak ditemukan,

Terhadap plutang pajak yang dicadangkan sebagat plutang pajak yang. akan
dih puskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ‘tidak dilakukan lag! tindakan
pe aglhan. .

: Tata cara penghapusan plutang pajak sebagalmana dimaksud dalam Pasal 66 -
4 distapkan lebih lanjut dengan SeraturansGuiexiviig

BAB XV
PENGURANGAN 'KERINGANAN DAN Pl:MBEBASAN

" Pasal 68 |
{f) Atas permohonan Wajib Pajak, Gubernur dapat memberlkan pengurangan pajak
i setinggl-tingginya 50% dart pokok pajak.

d
|| bl jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon;
!

4 permononan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
I secara tertulis dengan sekurang-kurangnya memuat '

-

nama dan alamat Waiib Pajak;




¢| dlasan yang mendasari diajukannya permehonan pengurangan pajak.

] 1 Pasal 69

i Gubernur karena jabatannya dapat memberikan kennganaﬂ pajak setmgg\ tmggmya

! 50% darl dasar pengenaan pajak atau pokok pajak, -

! Pemberlan keringanan sebagaimana dimaksud Dada ayat (1), dlbenkan berdasarkan

pertlmbangan atau keadaan tertentu. g
E ‘Pasal 70
b [) {) Gubernur karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak kepada Waijlb
: Pajak atau terhadap objek pajak tertentu, berdasarkan asas keadilan dan asas timbal
balik (reciprocitas).

1 ) Pemberlan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan
sebaglan atau seluruhnya darl pajak yang terutang.

Pasal 71
persyaratan dan tatacara pemberian pengurangan, kermganan, dan pembebasan pajak,
@i dtetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur, |

A pecdiaa i s - Fia -_‘_.'__”1_--_._-
S e S - . i che

|
|
| Pasal 72

: Bentuk dan Isl NPWPD, SKPD, SKPDLB, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan

; Pengurangan dan Penghapusan Sanks| Administrasi,  Surat  Keputusan

3 i gurangan/Pembatalan STPD, SSPD, Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat

&l kin yang sejenls, Surat Penaglhan Seketlka atau sekallgus, Surst Paksa; Surat Perintah

" ! Untuk Melaksanakan Penyltaan dan Surat Permohonan Peielangan W@itetapkar ‘dengan:
Peraturan Glityernur,

BAB XVI ;
BAGI HASIL PAJAK DAN INSENT“Ir- PEMUNGUTAN PAJAK .
Baglan Kesatu
Bagl Hasll Pajak
1 Pasal 73
& (1) Bagi Hasll pemerimaan Pajak .Daerah diberikan kepada kabupaten/kota dengan
@ | ketentuan sebagal berikut:
2 Hasll penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
§ | b Hasll penerimaan Pajak Alf Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar
: 50% (lima puluh persen), kecuali apabila sumber Alr Permukaan bukan lintas
Provinsl maka bagl hasll kepada Kabupaten/Kota bersangkuhn diserahkan sebesar
80% (delapan puluh persen). 5

3.' (2] Tete cara pemberian bagl hasl dengan Kabupaten{\\uta lebih fanjut ditetepkan
i3 dengan Peraturan Gubernur, ol




- Pasal 74
asi| penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) digunakan sesuai

engan ketentuan peraturan perundang-undanger,

Baglen Kedua
Insentif Pemungutan Pajak
~ Pasal 75

{t) Instansi yang melaksanakan pemunqutan pajak diberi insentif atas dasar pencapaian

8 | Kinerja tertentu.

4 W
il
"I

i

7) Pemberlan Insentif sebagalmana dlmaksuq__;;i_ada ayat (1)' ditetapkan melalul

£
i

.I_T

_i, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara ;jemberlan dan pemanfaatan Inszntif sebagalmana dimaksud pada ayat (_:L)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur  sesual peraturan perundang-

undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
¥ Pasal 76
Tindak pldana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaul jangka
B | w5 tahun sejak sast terutangnya pajek atau berakhirnya Masa Pajak atau
berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan,

8

1 pasal 77 |

-’! (1) Pejabat yang karena kealpaannya. tidak memenuhl iewajiban merahasiakan hal
A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), dipldana dengan

1 pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00
;| ]f (empat juta ruplah). | , -

i |} (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajlbannya atau seseorang yang
menyebabkan tidak dipenuhinya kawajiban: pgjgb_at sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pldana kurungan paling lama 2 tahun

atau denda paling banyak Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah).
(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagalmana dimaksud pada’ayat (1) dan ayat
(2), hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(4) Besarnya denda makslmum sebaga\mana dimaksud dengan pada ayat (1) dan ayat
(2), dapat ditinjau kemball sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(5) Denda sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan
Negara. ! |

S Y i VAt AP

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 76 e
(1) Pejabat Penvidik Pegawal Neger! Sipll tertentu dI lingkungan Pemerintah -Daerah




__ berl wewenang khusus sebagal Penyldik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
‘@blceng perpajakan Daerah sebagalimana dimaksud-dalam Undang-undang Hukum
_' .';; Pldana yang berlaku.

&l enang Penyldik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
o | : : _ :
& nenerima, mencarl, mengurpulkan,. dan menelltl® keterangan atau laporan

;-'bérkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajak’an Daerah, agar keterangan
& atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; |

'__;'meﬂelllti, mencari, dan [nengu"r'npu\kan keterangan mengenal orang pribacl atau
8 5aden tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
¥ pidana perpajakan Daerah; '

;. meminta keterangan dan bahan bukl darl orang pribadl atau Badan, sehubungan
H dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; ‘

..memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen,dokumen lain berkenaan
& dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; |

@ melakukan nenggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan

§ pencatatan dan - dokumen-dokumen lain, sera@ melakukan penyltaan terhadap

hahan buktl tersebut;

f meminta bantuan tenaga ahll dalam rangka pelaksanaan tugasl nenyldikan tindak
& pidana di bidang perpajakan Daerah;

:g.:menyurdh bethent! dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

:tempat pada ‘saat pemeriksaan sedang betlangsung, dan ‘memeriksa identitas

‘} orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; .

hImemotret seseorang yang berkaltan dengan tindak pida'na perpajakan Daerah;

h |memanggi\ orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagal tersangka
atau saksl; , ,

i | menghentikan penyldikan; |
: «| melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penyldikan tindak pldana dl

bidang perpajakan Daerah menurut hukum yeng dapat dipertanggungjawdbkan.
penyidlk sebagaimana dimaksud pada ayat: (1), memberitahukan dimulalnya
penyidikan dan menyampalkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
Penyldik Pejabat Pollsl Negara Republlik Indonesla, sesual dengan ketentuan yang
dlatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. '
o OBABXIX
KETENTUAN PERALIHAN
pasal 79

Terhadap Pajak Daerah yang terutang dalam masa pajak yang berakhlr sebelum

herlakunya Peraturan Daerah Inl tetap berlaku sesual ketentuan Peraturan Daerah
vang berlaku sebelumnya; T o ! :

Gelama peraturan pelaksanaan Peraturan ,Daerah‘t:i':nl"'_belum dltetapkén,' maka

peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah Inl, /




BAB XXI1

- 3 KETENTUAN PENUTUP

. I Pasal 80 :

4 pemberlakuan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan

|

& puiok Alr Permukaan dllaksanakan terhitung pada tanggal dlundangkan. .

'-‘.-;f,eraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Inl hazus:sudah ditetapkan paling lambat 3
-(Ega) bulan selak Peraturan Daeran ini dlundangkan. |

- i

o
.
s | Pasal 81
e soat periakunya Peraturan Daerah inl, maka &

;;:--.‘T;'eraturan Daerah Provinsl Sumatera. Barat Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak
A Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan di Atas Alr ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
W 5ozt Tahun 2003 Nornor 26); AR

Peraturan Daerah Provinsl Sumatera Barat Nomor -5 Tahurt 2003 teﬁtang Bea Ballk

1 Nama -Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Ats Alr ( Lembaran Daerah Provins|

¥ . Sumatera Barat Tahun 2003 Nomor 27 )i

%3 peraturan Daerah Provins Sumatera- Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak
pengambllan dan Pemanfaatan Alr Bawah ~anah dan Alr Permukaan ( Lembaran

E Daerah Provinsl Sumatera Barat Tahun 2002 Normor 10 );
i dcebut dan dinyatakan tidak berlaku.

'§ | Pasal 82

§ peraturan Daerah Inl mulal berlaku pada tanggal dlundangkan. . .
A;gar setlap orang mengetahuinya, memerintahian pengundangan Peraturan Daerah Inl
& dengan nanempatannya dalam Lembaran Daerah Provins! Sumatera Barat.

_ Ditetapkan di Padang
da tanggal 29 Aprll 2011

Dlundangkan di Padang
ANVNRRERRIS DAERAH

| LEMBARAN DAERAH PROVINSI SU.MATER,A BARAT TAHUN 2011 NOMOR. 15
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PERATURAN DAERAH PROVINS] SUMATERA BARAT
‘ NOMOR 4 TAHUN- 2011

TENTANG
PAJAK DAERAH
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. IPENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
Pemerlntah Provins! Sumatera Barat mempunyal hak dan kewajlban dalam mengatur
fdan mengurus sendirl urusan pemerintahannya guna meningkatkan eflslens! dan
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.‘

‘Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Provinsi berhak

# .mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar

Republlk Indonesla Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagal salah satu

perwujudan kenegaraan. Depgan demiklan pemungutan Pajak Daerah harus
didasarkan pada Undang-Undang. '

Sesual demgan semangat Undang-Undang Nomor 32 “Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang telah diubzh beberapa kall , terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedus Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemetintahan Daerah dan Undang-Undang Nomar 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuzngan Antara Pemerintah. Pusat dan
Pemerintahan Daerah, dimana salah satu sumber Anggaran Pendapatan ¢an Belanja
Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah; yang antara (ain berupa Pajak Daerah. Pajak
Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah yang paling potensial dan dominan
- untuk membilayal penyelenggaraan Pemerintahan dan: Pembangunan Daerah, dalam
‘rangka meningkatkan dan memeratakan kesefahteraan masyarakat, .

iUntuk daerah Provinsl, jenis pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang telah
| kewenangan Provins! dalam penetapan tarif Pajak, Provinsi tidak dapat mgnyesualkan
penerimaan Pajaknya. Dengan demiklan, ketergantungan Provinsl terhadap Dana
Alokasl darl pusat masih tetap tinggl. Pada dasarnya kecenderungan -Daerah untuk
menciptakan berbagal pungutan yang tidak sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat dlatasi
oleh Pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah
yang mengatur tentdng Pajak Daerah. Dalam kenyataannya pengawasan terhadap
Peraturan Daerah tersebut tidak dapat berfalan secara efektif, Tidak efektifnya
pengawasan tersebut karéna Undang-Undang yang ada tidak mengatur sanksi

terhadap Daerah yang melanggar ketentuan tersebut dan slstim pengawasan yang
bersifat refresif, ;

iPengaturan kewenangan perpajékan’ yang ada' saat Inl Kkurang mendukung
| pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemberlan Kewanangan yang semakin besar kepada
Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahian dan pelayanan kepada masyarakat

seharusnya ditkutl dengan pemberian kewenangan yang besar “pula dalam
i :
|

‘memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD. Namun, karena tidak adanya

it 4



akan. Ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap Dana Perimbangan
usat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntablitas Daerah. Unfuk
gkatkan akuntabllitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah

$hitrusnya diberikan kewenangan yang lehih besar dalam perpajaken, Perluasan
Alejenangan perpajakan tersebut dilakukan dengan memperluas basis Pajak Daerah
#llén memberikan kewenangan kepada Daeran dalam penetapan tarif. '
-';_rLuasan basls Pajak tersebut dilakukan sesual dengan prinsip Pajak yang balk yaitu
Stk menyebabkan ekonom blaya tinggl dan/atau menghambat mobllitas penduduk,
i M Intas barang dan jasa.antar Daerah dam keglatan eksspor Impor, Berdasarkan
ftimbang'an tersebut perluasaan basls Pajak Daerah dilakukan dengan memperiuas o
8k s Pajak yang sudah ads, mendaerahkan Pajak Pusat dan menambah jenis Pajak '_ g
Sl Perluasan basls Pajak yang sudah ada ditakukan untuk Pajak Kendaraan
germotor dan Bea Balik Nama Kendaraen Bermotor diperluas hingga mencakup
4 fendaraan Pemerintah. o

i oengan perluasan basis Pajak yang disertal dengan pemberian kewenangan dalam

pgnetapan tarlf tersebut jenls Pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang
f diatapkan dalam Undang-Undang. Salanjutnya untuk meningkatkan efektifitas
rengawasan pemungutan Pajak Daerah mekanisme -pengawasan diubah dari regresif

E menjad! prefentlf,

il Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
| Daerah dan Retrbusl Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah perlu
'-1 - dsesualkan dengan kondls! saat.Inl dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28
 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Refribusi Dagrah.

[

{ i1 PASAL DEMI PASAL

i Pasal 1

& Cukup jelas

o Pasal 2

Cukup Jelas _
Pasal 3 t

Cukup jelas y

S

\Pasal 4
f? - Ayat (1)
‘ Penguasaan kendaraan berrctor yang meleblht 12 bulan dianggap
; sebagal penyerahan, kectall penguasaan kendaraan bermotor
| karena perjanjian sewa bell,
Ayat (2) _
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a dan b
Cukup jelas -~ “nl

_ Huruf ¢

! - Yang dimaksud dengan azas timbal ballk yang dikenal dengan
:: azas resiprocitas adaiah perlakuan perpajekan  yang
i diperlakukan” sama oleh suatu. Negara yang mélaksanakan

b '




Huruf d

'Pasal' 6
. Ayat (1)
Ayat (2)
|

persetujuan atau ratifikasi berdasarkan Konvensi Wina 1961.
Perlakuan yang sama juga diperlakukan tertiadap Pajak Daerah
(Pajak Kendaraan Bermotor) apabila suatu Negara juga
memberikan pembebasan Pajek Kendaraan ‘Bermotor bag
Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Negara tersebut.

. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pejak Kendaraan

Bermotor bagl perwakilan lembaga-lembaga Internasional
berpedoman kepada Pemerintan.

. Yang dimaksud dengan pabrikan atau importer adalah pabrikan
atau Importer termasuk Agden Tunggal Pemegang Merek
(ATPM). | ‘

. Yang dimaksud dengén dipamerkan atau tidak untuk dijual
adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk pemeran
dan akan di re ekspor . |

Cukup jelas.

Cukup jelas

- Termasuk pengertian kendaraan alat-alat berat yang tidak
berjalan di jalan umum adalah kendaraan bermotor yang
digunakan " disemua jenls jalan darat dikawasan Bandara,
Pelabuhan, Laut,  Perkebunan,  Kehutanan, Pertanian,
Pertambangan, Industrl, Perdagangan, Sarana Olahraga, dan
Rekreas! yang tidak serta merta berjalan di jalan umum.

. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah alat-

- alat berat dan alat besar antara lain forklif, bulldozer, traktor,
wheel loader, log loader, skider, shovel, motor grader,
excavator, back how, vibrator, compactor, scraper. |

. Kendaraan di alr adalah alat transportas| dl sungal, danau, dan
laut termasuk alat transportasl berbendera asing untuk

pelayaran samudera dan membell BBM di perairan wilayah
Indonesia. '

* Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud Harga Pasaran Umum yang éelanjumya disingkat

(HPU), adalah harga rata-rata yang diperoleh darl berbagal sumber
data yang akurat.
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1 Ayat (8)

Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
4 Ayat (10)
1 - Cukup jelas
& pasal7
Avat (1)
A Huruf a
% Cukup jelas
i | Huruf b -
; | f Pajak progresif untuk kepemliikan kedua dan seterusnya dibedakan
& menjad! kendaraan roda 2 (dua) dan-kendaraan roda 4 (empat)
- 1R atau lebih.
18 Contoh : | .
| Orang pribadi atau badan vang memilikl satu kendaraan
g | bermotor roda 2 (dua), satu kendaraan bermotor roda 4 (empat)
masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama
sehingga tidak dikenakan pajak progresif,
1 . Hurufc o _
2 | Nama dan atau alamat yang sama kepemilikan kendaraan bermotor
dalam 1 (satu) keluarga yang dibuktikan dalam satu susunan kartu
| keluarga yang ditarbitkan oleh Instans! berwenang.
8 Penetapan pajak Progresif : |
| - Untuk pertama kall menetapkan urutan kepemillkan
‘. ‘ kendaraan bermotor, didasarkan pada urutan tanggal.
3| kwitans! atau-tanggal faktur yang direkam, pada data base
2 objek kendaraian bermotor ddn /atau pernyataan wajib pajak.
_! - Kepemillkan Kendaraan Bermotor oleh Badan tidak dikenakan
i pajak progresif,
Untuk selanjutnya apablla ada perubahan kepemilikan, wajlb pajak
;% harus melaporkan untuk merubah urutan kepemilikan; :
Ayat (2) ‘ :
Kendaraan Pemerintah dan TNI/PQLRI adalah kendaraan yang
. dipergunakan bukan untuk perang
Ayat (3) |
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9 '
Cukup jelas.
Pasal 10 R
Ayat (1)
Cukup jelas. ) 1,
Ayat (2) T e

Cukup jeias.

S——————



basal L1

(' Ayat (1)

[ Ayat (2)

| l

L e

Ayat (3)

Pasal 12

Pasal 13
| pasal 14
‘ Pasal 15
‘ Pasal 16 -
Pasal 17
.! Pasal 18
¢ pasl 19

Pasal 20
Ayat (1)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan kahar (force majeure)" adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan waiib

pajak, misainya kendaraan bermotor tidak dapat d|pergunakan lagi
karena bencana alam.

Cukup jelas

Keterlambatan mendaftarkan Kendaraan Bermotor dihitung dari

a, untuk Kendaraan Bermotor baru 30 ( tlga puluh ) hari sejak
tanggal faktur, "

b. untuk Kendaraan Bermotor
berakhirnya masa pajak.

C. untuk Kendaraan Bermotar mutasl 60 ( enam puluh ) harl sejak
tanggal surat keterangan fiskal,

bukan baru sampai dengan

Perubahan bentuk dan/atau penggantlan mesin dibuktikan dengan
adanya rekomendasl darl Instansl yang berwenang,

ICukup jelas
Cukub jelas.
Cukup jelés. |
Cukup jelas
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelaé.

Cukup jelas

Cukup jelas

Keterlambatan pendaftaran atas Bea Ballk ‘Nama Kendaraan
Bermotor dikenakan sanksi administrasi dihitung dari ¢

a. untuk Kendaraan Bermotor baru 30 ( tiga puluh ) harl sejak
tanggal faktur,

b, untuk Kendaraan Bermotor bukan baru 30 ( tiga puluh ) hari

sefak tanggal kwitans! , surat warls, surat_hibah  dan -surat
sejenisnya.. =




Pasal 21

Pasall 22

Pasal 23
Ayat (1)

Ayat (2)

~ Pasal 24

PasaLZS
Avat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)
Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30

Pasal 31

C. untuk Kendaraan Berrotor mutasi 60 ( enam puluh )'hari sejak
tanggal surat keterangan fiskal,

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang
terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk alr laut, balk yang
_ berada di laut maupun' di darat. Pengertlan air laut yang tidak
* termasuk air permukaan dalam Peraturan Daerah inl yaitu air yang
terdapat dilaut maupun ‘autnya sendiri sebagal sumber air, Dengan
demikian air laut selama maslh berada dilaut tidak diatur dalam
Peraturan Daerah ini, namun apablla air laut dimaksud telah
dimenfaatkan di darat untuk dipargunakan dalam  berbagal
keperluan, maka Peraturan Daerah Ini berlaku pula atas alr tersebut,

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan kepentingan pengalran pertanian rakyat
adalah kepentingan Irigasl, pertanian tanaman pangan, perkebunan
rakyat dan perikanan yang berskala kecil dan/atau untuk
kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan.

- Cukup jelas.

Nilal perolehan ah dihltung . dengan cara menga[ikan volume
pengambilan alr dengan harga dasar alr,

Yang dimaksud volume air yang diambli dan dimanfaatkan adalah

jumlah air yang diambil selama 1(satu) bulan yang dmyatakan
dalam satuan meter kubik (m®) atau satuan volume air lamnya

'Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jlélas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Culup jelas.




Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40
Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46
Pasal 47
Pasal 48
Pasal 49
Pasal 50
Pasal 51

Pasal 52
Pasal 53

Pasal 54

Cukup jelas.,
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
- Cukup jelas.

- Cukup felas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

- Cukup jelas.

Cukup jelas,

Cukup jelas.

Cukup jelas.
ICUkUijMS.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup. jelas.

Cukup jelas.

-
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Pasal 78

pasal 79

pPasal 80

Pasal 81

pasal 82

TAMBAHAN LE

NOMOR.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

MBARAN DAERAH PROVINST SUMATERA B

ARAT TAHUN 2011
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PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2013

DI azags

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011
: TENTANG PAJAK DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
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g < B Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2012 belum mengatur tentang Pajak
Rokok yang merupakan salah satu jenis Pajak Provinsi
sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra

Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);




il

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3262)

. sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3984)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3987);
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13,
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Undang-Undang Nomor 14 Tabun. 2002

tentang
Pengadilan Pajak (

Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5063);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan

Pidana (

Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 3258)

Negara Republik
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Nomor S8 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan

Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (

Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 0145);

15, Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 4049, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4099);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak

' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5179);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013

tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak

Rokok;



20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Barat Nomor 30);

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 4 Tehun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2012 Noror 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
k] PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4
& TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
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Pasal I

_Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah
ff dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
_. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan

4 Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 68), diubah
B scbagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 6 (enam) angka, yakni angka 1, 5, 21, 40,
41 dan 42 baru sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

b

Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

3 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4  Qubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Barat.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

7 Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang

memungut Pajak Daerah.

8., Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang/pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

"j[‘."' - digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

ar kemakmuran rakyat.

i.:_ 9. Badan adalah sekumpulan orang/atau  modal  yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, pErseroan lainnya, Badan Usaha
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12,

13,

14,

16

16.

%7 5
Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi

kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan
bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-
alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor

dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor

yang dioperasikan di air.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang

digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan

dipungut bayaran.

Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor
yang dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau badan yang

digunakan untuk kepentingan pribadi atau badan.

Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah

alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak

melekat secara permanen.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas
penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat

perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang
terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau

pemasukan kedalam badan usaha.

Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau
badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di
dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk

Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.




17,

18,

15,
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23.

24.
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Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik
kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti

penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik
kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli,
tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah,

warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Alr Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan

tanah, tidak termasuk air laut, baik yang di laut maupun di
darat.

Pajak Air Pemukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau

pemanfaatan air permukaan.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat

dikenakan pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan Daerah.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil
yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak

menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur
paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak

terutang.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan  yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal dirl atau identitas Wajib
Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
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27,

28,

20,
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32.

kewajiban perpajakan Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya
pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada

wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu

saat, dalam Masa Pajak, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan Perpajakan Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar dari pada yang terutang atau tidak

seharusnya terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi

adiministrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP
adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat

Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK
adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh Wajib Pajak.
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40.
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Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan
biaya penagihan pajak.

Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas

banding terhadap surat keputusan yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib
Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang
dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib
Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan
pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang
atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan
berupa néraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak

tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif
adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai

penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan Pajak.

Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan
uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk
menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh

pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
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41. Cukai Rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap

rokok karena sifat atau karakteristiknya memenuhj ketentuan

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang
cukai,

42. Pajak Rokok adalah Pungutan atas cukai rokok yang dipungut
oleh Pemerintah.

Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah huruf d, sehin
berbunyi sebagai berikut :

gga Pasal 2

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

. &.  Pajak Kendaraan Bermotor;
b.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c.  Pajak Air Permukaan:;dan
d.  Pajak Rokok.

3. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB V A,
dan diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 10 Pasal, sehingga

berbunyi sebagai berikut :

BAB VA
PAJAK ROKOK
Bagian Kesatu
Nama, Objek Dan Subjek Pajak Rokok

4 | Pasal 30 A
Dengan nama Pajak Rokok dipungut Pajak atas konsumsi rokok.
Pasal 30 B
(1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.

(2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret,

cerutu, dan rokok daun.

|
|
i
|
8 1 (3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud
I
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pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan

peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 30 C
(1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.

(2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen
dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok

Pengusaha Barang Kena Cukal.

(3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang

memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

(4) Penerimaan Pajak Rokok disetorkan ke Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Penghitungan Pajak Rokok

Pasal 30D

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh

Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 30 E

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari

cukai rokok,

Pasal 30F

Besaran Pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

E dengan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 D.
Bagian Ketiga
Masa Pajak Dan Saat Pajak Terutang

Pasal 30 G

(1) Masa Pajak Rokok adalah jangka waktu yang lamanya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.




..

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

kalender.

Pasal 30 H

Pajak Rokok terutang dalam masa Pajak, terjadi pada saat cukai

rokok dipungut.

~Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok

Pasal 301
(1) Pemungutan Pajak Rokok dilarang diborongkan.

(2) Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan
Pasal 30J

Tata cara pembayaran dan penagihan Pajak Rokok dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangarn.

4, Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

(1) Bagi hasil penerimaan Pajak Daerah diberikan kepada

Kabupeten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

i}. a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota

sebesar 30 % (tiga puluh persen).

hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada

2

Kabupaten/Kota sebesar 50 % (lima puluh persen).

c. hasil Penerimaan Pajak Rokok  diserahkan  kepada

i e i L i o i D T Lo

Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen).

(2) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air

yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil

e R
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(1)

(2)

-
penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan pada

Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80 % (delapan puluh
persen).

(3) Pembagian hasil penerimaan pajak yang diberikan kepada

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

berdasarkan pemerataan dan potensi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan pajak untuk

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan

ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a termasuk yang dibagihasilkan
kepada Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% (sepuluh persen)
dialokasikan untuk pembangunan dan/atau jalan serta

peningkatan moda dan sarana transportasi.

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air
Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a,

huruf b dan ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
ayat (1) huruf ¢, baik bagian Provinsi maupun bagian
Kabupaten/Kota dialokasikan 50 % (lima puluh persen) untuk
mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum

oleh aparat yang berwenang.

6. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 75

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan insentif

pemungutan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
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pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal II

(1) Ketentuan mengenai Pajak Rokok sebagaimana yang diatur dalam

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014,

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2013

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

(o= 7

ANPRAYITNO

i dangkan di Padang

épada tanggal 31 Desember 2013
@  EKRETARIS DAERAH
S :0vINS] SUMATERA BARAT,

3

ALI ASMAR

| |EMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013
& OMOR : 8
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI

SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

| PENJELASAN UMUM.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah
yang penting guna membiayai pemerintahan daerah. Kebijakan Pajak
Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan

keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan

memperhatikan potensi daerah .

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak

mengenakan pungutan kepada masyarakat dengan berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberi kewenangan
kepada Daerah untuk memungut 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan selain
itu juga Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis
pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-
Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum
untuk 4 (empat) jenis pajak dan khusus untuk jenis pajak rokok tarifnya
ditetapkan secara definitif sebesar 10% (sepuluh persen) dalam Peraturan
Daerah ini, agar Pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara beban
cukai yang harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal

nasional dan daerah melalui penetapan tarif cukai nasional.

Dari kelima jenis pajak tersebut, 4 (empat) jenis Pajak telah diatur
dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan terhadap 1 (satu)
jenis Pajak lagi yaitu pajak rokok efektif berlaku mulai tanggal 1 Januari
2014.
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_ Hasil penerimaan kelima jenis Pajak Provinsi tersebut diharapkan
b dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD Provinsi
! Sumatera Barat. Namun karena tidak adanya kewenangan Provinsi
dalam menetapkan tarif pajak, Provinsi tidak dapat menyesuaikan
- penerimaan pajaknya. Daerah hanya diberi kewenangan untuk
¢ menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum dan minimum yang
ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan demikian ketergantungan

provinsi terhadap dana alokasi dari pusat masih tetap tinggi.

Khusus untuk Pajak Rokok dasar pengenaannya adalah cukai

rokok. Hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan

yang berkaitan dengan pajak tersebut.

Pajak Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan untuk
pembangunan dan /atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda
dan sarana transportasi umum. Sedangkan Pajak Rokok sebagian untuk

membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

I PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas

i Angka 3
Pasal 30A
Cukup Jelas
p: 3 Pasal 30B
Ayat (1)
‘ Cukup jelas

e

U8

& ,' Ayat (2)
'[ - Yang dimaksud dengan “Sigaret” adalah hasil
!
r
:
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tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan
yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting,
untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan
pengganti atau bahan pembantu yang digunakan

dalam pembuatannya.

Sigaret terdiri atas sigaret kretek, sigaret putih,

dan sigaret kelembak kemenyan.

Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam
pembuatannya dicampur dengan cengkeh, atau
bagiannya baik asli maupun tiruan tanpa

memperhatikan jumlahnya.

Sigaret putih adalah sigaret dengan dalam
pembuatan tanpa di campuri dengan cengkeh,
kelembak, atau kemenyan.

Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang
dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak
dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa

memperhatikan jumlahnya.

Yang dimaksud dengan “Cerutu” adalah hasil
tembakau yang dibuat lembaran-lembaran daun
tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung
demikian rupa dengan daun tembakau, untuk
dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti
atau bahan pembantu yang digunakan dalam

pembuatannya.

Yang dimaksud dengan “rokok daun” adalah hasil
tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun
jagung (klobot) atau sejenisnya, dengan cara di
linting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan

bahan pengganti.

Ayat (3)

Cukup jelas.




Pasal 30 C

Cukup jelas.

Pasal 30D

Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap
hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, dan rokok daun
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
cukai, yang dapat berupa persentase dari harga dasar
(advolorum) atau jumlah dalam rupiah untuk setiap
batang rokok (spesifik) atau penggabungan dari

keduanya.
Pasal 30 E
Cukup jelas.
Pasal 30 F
Cukup jelas.
Pasal 30 G
Cukup jelas.
Pasal 30 H
Cukup jelas.
Pasal 30 I
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Tata cara pemungutan dan penyetoran pajak
rokok diatur dengan peraturan Menteri

Keuangan.
Pasal 30 J
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 73

Cukup jelas
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Angka 5

Pasal 74

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Angka 6

Pasal 75

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain,
pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana
dan  prasarana unit pelayanan  kesehatan,
penyediaan sarana umum yang memadai bagi
perokok (smoking area), kegiatan memasyarakatkan
tentang bahaya merokok, dan iklan layanan

masyarakat mengenai bahaya merokok.

Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan
Pemerintah Daerah yang dapat dikerjasamakan
dengan  pihak/instansi terkait antara lain,
pemberantasan peredaran rokok illegal dan
penegakan aturan mengenai larangan merokok

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR - o)




SUMATERA BARAY
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" | PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2012
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
I PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
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i.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

bahwa tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang
diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011
tentang  Pajak Daerah, dalam  pelaksanaannya

memberatkan masyarakat;

bahwa denda keterlambatan pendaftaran yang diatur
dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2)
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak  Daerah, dalam
pelaksanannya tidak memenuhi rasa keadilan bagi

pemilik kendaraan bermotor;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam nuruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

_.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Swatantra
Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia




2.

Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3686), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahunr 2000 Nomor 129, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran. Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahunu 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5028);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
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13.

14,

15

18,

3

18.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang

‘Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik
Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4051);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupéten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
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20.

41,

22,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh
Wajib Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9
Tahun 2010 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat.

Dengan Pesetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Menetapkan

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.




Pasal I

; ‘ Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
I Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi
£ Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 11 disempurnakan dengan mengubah sanksi administrasi atas

keterlambatan pendaftaran sehingga menjadi :

Pasal 11
(1) Pajak terutang pada saat diterbitkan SKPD.

(2) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud padai ayat (1) dilakukan

setiap tahun pada saat berakhirnya masa pajak.

(3) Setiap Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak
kendaraan bermotor dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 %
(dua persen) sebulan dari pokok pajak sebagaimana dimaksud dalam

pasal 37 ayat (3).

(4) Setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk
dan/atau penggantian mesin dalam masa pajak, wajib melaporkan
kepada dinas paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak perubahan

bentuk dan/atau penggantian mesin.

0. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama

ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

(2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua

dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1 % (satu persen).

ol

(3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena

warisan dan hibah ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).

(4) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor khusus untuk kendaraan

bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak




menggtinakan jalan umum masing-masing ditetapkan sebagai

berikut :

a. penyerahan pertama sebesar 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima
pergen);

b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 % (nol koma
nol tujuh puluh lima persen);

c. penyerahan karena warisan sebesar 0,075 % (nol koma nol tujuh

puluh lima persen).

3. Pasal 20 disempurnakan dengan mengubah sanksi administrasi atas

keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor sehingga menjadi :

Pasal 20
- (1) Pajak terutang pada saat diterbitkannya SKPD.

(2) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan saat

pendaftaran

.' (3) Setiap Wajib Pajak yang terlambat mendaftarkan kendaraan
| bermotornya dikenakan sanksi administrasi sebesar 2,5 % (dua koma
lima persen) untuk kendaraan baru dan 0,25 % (nol koma dua puluh
lima persen) untuk kendaraan bukan baru dari Nilai Jual Kendaraan

Bermotor (NJKB) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (6).

(4) Keterlambatan pendaftaran atas Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari :

a. untuk kendaraan bermotor baru 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
faktur.
b. untuk kendaraan bermotor bukan baru 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal kwintansi, surat waris, surat hibah dan surat sejenisnya.

c. untuk kendaraan bermotor mutasi 60 (enam puluh) hari sejak

tanggal surat keterangan fiskal.




Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ager setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal : 9 Maret 2012
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

i
RWAN RAYITYO

Diundangkan di Padang

pada tanggal : 9 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Pelaksana Harian
i
s —

EBRI ERIZON

| —

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

PENJELASAN UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi

Sumatera Barat sesuai dengan kewenangan yang diberikan, salah satu
pendukung untuk terlaksananya kewenangan dimaksud harus
dibarengi dengan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber
pembiayaan yang dapat diperoleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat
adalah melalui penerimaan Pajak Daerah antara lain Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2011 beserta dengan Peraturan Gubernur Sumatera
Barat Nomor 56 Tahun 2011.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011
dimaksud mengalami hambatan khususnya menyangkut tarif BBNKB

dan denda pajak, yang dirasakan berat bagi masyarakat wajib pajak.

Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dalam rangka
mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat
perlu dilakukan perubahan pada pasal-pasal Perda Nomor 4 tahun 2011

tersebut.

Berkaitan dengan kewenangan Kepala Daerah dalam menetapkan
tarif Pajak Daerah adalah dalam rangka untuk menghindari
ditetapkannya tarif pajak yang tinggi dan di luar kewenangan yang
diberikan sehirigga dapat menambah beban masyarakat, dan sejalan
dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat yang
harus semakin baik, maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara
terus menerus selalu berupaya meningkatkan kinerja pelayanannya

sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
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Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dapat memberikan
kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha di dalam pelaksanaan
kewajiban perpajakan daerah, yang diharapkan kesadaran masyarakat
membayar pajak khususnya PKB dan BBNKB semakin meningkat dan
bagi aparat pemungut pajak bekerja secara profesional, yang didasari

pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

| 1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

3 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
@  TAHUN 2012 NOMOR 68

Pasal I
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Keterlambatan pendaftaran dan/atau pembayaran Pajak
____ Kendaraan Bermotor dikenakan sanksi administrasi 2 %
(dua persen) dari pokok pajak terutang dan dihitung dari
1 a. Untuk Kendaraan Bermotor baru 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal faktur.
b. Untuk Kendaraan Bermotor bukan baru sampai
berakhirnya masa pajak.
c. Untuk Kendaraan Bermotor mutasi 60 (enam puluh)
hari sejek tanggal Surat Keterangan Fiskal.
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 20
1 Ayat (3) : - Sanksi administrasi adalah sanksi atas keterlambatan
3 pendaftaran. .
3 . Niiai Jual Kendaraan Bermotor ( NJKB) adalah Nilai
Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
t . Pasal II N
Cukup jelas




PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2018

T
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PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG PAJAK DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT




GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang

bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber
Pendapatan Daerah yang penting meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan, yang dilaksanakan berdasarkan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran
serta masyarakat dan akuntabilitas dengan

memperhatikan potensi daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa tarif
Pajak Kendaraan Bermotor pribadi untuk
kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling
rendah 1 % (satu persen) dan paling tinggi 2 % (dua
persen) dan untuk kepemilikan kendaraan kedua
dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu
paling rendah 2 % (dua persen) dan paling tinggi
10 % (sepuluh persen);

bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah

pada saat berakhirnya masa pajak yang diatur

dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4



Mengingat

1.

N

Tahun 2011 tentang Pajak daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 dalam
pelaksanaannya tidak sesuai dengan  Peraturan
Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal

Satu Atap Kendaraan Bermotor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf e, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4999);



-

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,



il

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 30);

11. Peraturan Daerah Nomor Provinsi Sumatera Barat
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 91);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT



"

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA

ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Barat Nomor 55), yang telah beberapa kali diubah

dengan Peraturan Daerah :

a,

Nomor 2 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 68);

Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Barat Nomor 91);

diubah sebagai berikut :

Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 7

(1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai
berikut :
a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama sebesar
1,65 % (satu koma enam puluh lima persen);
b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya
ditetapkan secara progresif yaitu :
1. kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2,5 % (dua koma
lima persen),
kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 3 % (tiga persen),
kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma
lima persen),
4. kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4%

(empat persen).



off.

c. kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama

dan/atau alamat yang sama.

(2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor umum, ambulans, pemadam
kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah / pemerintah
daerah, TNI, POLRI ditetapkan sebagai berikut :

a. kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen);

b. kendaraan bermotor ambulans, kendaraan bermotor pemadam
kebakaran, kendaraan bermotor lembaga sosial keagamaan dan
kendaraan bermotor pemerintah /daerah, TNI, POLRI sebesar

0,5 % (nol koma lima persen).

(3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11
(1) Pajak terutang pada saat diterbitkan SKPD.
(2) SKPD diterbitkan setelah melalui tahapan pendaftaran.

(3) Setiap Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar Pajak
Kendaraan Bermotor dikenakan sanksi administratif sebesar 2%

(dua persen) setiap bulan dari pokok pajak.

(4) Setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk
dan/atau penggantian mesin dalam masa pajak, wajib melaporkan
kepada Badan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan

bentuk dan/atau penggantian mesin.

Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal

81A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

Semua penulisan mengenai Dinas dalam ketentuan yang sudah ada
sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai

sebagai Badan Keuangan Daerah.
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Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Maret 2018
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

RWANPRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal 2 April 2018
SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI ATE ARAT

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
(4,63/2018)
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINS] SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

UMUM

Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor sudah diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2013

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dari Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor salah satunya
dengan menetapkan tarif progresif. Tujuan pengenaan tarif progresif
kendaraan bermotor juga dapat mengendalikan pertumbuhan
kendaraan bermotor, sehingga akhirnya dapat menghemat pemakaian
energi serta dengan asumsi adanya tarif progresif dapat meninimalisir
keinginan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor lebih dari
satu karena pajak kendaraan bermotor kedua atau lebih akan lebih

besar pajaknya dari kendaraan bermotor pertama.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor, sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam Peraturan
daerah ini sebagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dialokasikan untuk
pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta moda transportasi

umuim.



3.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
kemanpuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dan
dapat menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan penin gkatan
Pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif progresif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
I Ayat (2)
Yang dimaksud dengan setelah melalui  tahapan
pendaftaran adalah setelah Wajib Pajak melakukan
pendaftaran, dan petugas pendaftaran melakukan
verifikasi terhadap kelengkapan administrasi kendaraan

serta validasi terhadap data kendaraan bermotor.
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayvat (4)

Cukup jelas

Pasal 81A
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2018 NOMOR 147.



